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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2019 ini disusun sebagai salah
satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan
Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman
pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il atas pencapaian output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil
pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon |
Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran
strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan
dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI
tahun 2015 - 2019

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il dalam
rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas |1l dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il yang telah melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il serta semua pihak yang telah membantu
penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin

Bintuhan, Februari 2020

Ketua

PURWANTA, SH., MH
Nip. 19790111 200112 1 004
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Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas
Il Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2020 — 2024 dan Rencana
Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LAK]jIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2019 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun
2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan
manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang
menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan
kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR
No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah

dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2020 — 2024.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan
tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

Pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
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Kedua . Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan

Ketiga : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il memenuhi

tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya
Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Kédua adalah Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan
15 indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun
2019, terdapat 9 Indikator Kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), Dan
4 Indikator Kinerja diatas 90%.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il adalah sebesar 99%. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator
tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis | pada Tahun 2019
adalah sebesar 95.15%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam
table berikut :
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SASARAN STRATEGIS |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Il pada Tahun 2019

adalah sebesar 67 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam
table berikut:

SASARAN STRATEGIS I




_ [LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019]

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis lll

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Ill pada Tahun 2019 adalah
sebesar 100% Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table
berikut

SASARAN STRATEGIS IlI

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2019
adalah Sebesar 0%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table
berikut : '

SASARAN STRATEGIS IV
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Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 0%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp. 2.498.002.000
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.442.875.618

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2019 ini dapat
menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai

dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2020 - 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il merupakan lingkungan peradilan umum
di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan
tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat
pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar
tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum,
terutama asas keadilan.

2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu
diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa
keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat
dilampaui)

4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan

5. Walaupun ada diskresi,putusan Hakim harus semata-mata didasarkan
pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut
hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan
oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan
administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban
dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran
penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI
dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il memiliki

program prioritas antara lain :
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1. Program Keterbukaan Informasi
Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
:144/KMA/SK/VI11/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il sudah ada
Web Site dengan alamat pn-bintuhan.go.id, Selain itu dengan program penelusuran
perkara (SIPP) telah menginplementasikan CTS Versi 3.3.0-1

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan
Pada program ini Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il telah menyediakan meja
informasi, meja pengaduan dan meja pelayan terpadu satu pintu meskipun
sarananya masih terbatas.

2. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan

Kelas Il dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Promosi staf ke Jabatan Fungsional Kepaniteraan tidak diimbangi dengan dengan
penambahan jumlah staf/pegawai.

2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf
yang berkaitan dengan |IT /operator aplikasi tidak ada, sehingga untuk
penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh Kasubag

3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il, khususnya
menyangkut Belanja Modal seperti Peningkatan Jalan Kantor ( yang masih tanah

merah) dan Pembangunan Rumah dinas Jabatan yang belum ada.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il didirikan pada tahun 2009 berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pengadilan yang salah satunya adalah Pembentukan Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il dan resmi beroperasi pada tanggal Februari 2009. Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Kaur, Propinsi Jambi. Ibu Kota Kabupaten
Kaur berada di Bintuhan terletak 246 Km dari Kota Bengkulu dengan luas wilayah 2.469
Km?, secara geografis Pengadilan Negeri Bintuhan terletak antara 4°35' — 21" LS dan
103°25'00"BT.

Secara administratif Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il terletak di Komplek

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kaur dengan wilayah hukumnya meliputi 15 (sebelas)
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kecamatan, 3 Kelurahan dan 192 Desa dengan berbagai macam latar belakang suku,

pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.

2. TUGAS

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il adalah pelaksana kekuasaan kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di

wilayah hukum Kabupaten Kaur berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai

tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan

kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il terlepas

dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |II

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1)

2)

3)

4)

Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat
Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan
lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 3 tahun 2009).

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana Yyang ada
dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum,keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokokteknis

peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan No. 49 Tahun
2009, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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A. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional
untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi
dibatasi.

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. KMA/003/11/1992 tanggal 24 Pebruari 1992,
bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung
jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat,
menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi
semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para
Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana Kkerja
(programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi
pelaksanaannya (controlling).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan
Mahkamah Agung ini mengatur pemisahan antara panitera dan sekretaris pada pengadilan

sesuai dengan Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Peradilan 2010-2035.
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STUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I
TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai struktur

organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il adalah sebagai berikut :

1.

Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas
bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan
kesekretariatan).

Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili
berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan
Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak
dan saksi,maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran
berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan
pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang
sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi
bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya
Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan

di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas
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Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang
diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan
mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara
perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang
ditentukan.

5. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum
Pengadilan, pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan
administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,
mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang
berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara
kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang
telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap
perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang
isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau
Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan,
menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan
kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera
Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi

dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.
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9.

10.

11.

12.

13.

Kasub Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam
mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri
Bintuhan, dan pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani
pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi
pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan,
dil.

Kasub Perencaan, Tl dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas di
bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana
teknologi informasi dapat berjalan denagan baik dan penyusunan laporan.
Kasubag Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan
Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan
guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk
yang bukan bersifat perkara.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal
membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita
acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah
putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.
Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan,
melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita
acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak- pihak

terkait.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il selama tahun 2019. Capaian kinerja

2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement)

2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
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Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
dimasa mendatang.Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Bab | PENDAHULUAN
Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il dan tentang LK|IP, yang berisikan antara lain :
a. Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama)
b. Tugas dan Fungsi
c. Struktur Organisasi pada Pengadilan
d. Sistematika Penyajian.
Bab Il PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang
berisikan antara lain :
a. Rencana Strategis 2015 — 2019
(1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama
dan Kegiatan Pokok)
b. Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Bab Il AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il
yang terdiri dari :

a. Pengukuran Kinerja(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-
sasaran organisasi denganpengungkapan dan penyajian dari
hasilpengukuran kinerja

c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran-saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
berisi antara lain :
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2015 — 2019
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4. Rencana Kinerja Tahun 2019
5. Penetapan Kinerja Tahun 2019
6.Pengukuran Kinerja Tahun 2019

7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah (LK;|IP)
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BAB Il

PERENCANAAN
KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 — 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 -
2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai
sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah

ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi

serta tujuan organisasi pada tahun 2015 — 2019.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan
4

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Bintuhan Kelas II.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il adalah
sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

b. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas Il adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas Il menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam
penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II membuat
perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara
yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara
dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
Cc. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki

indikator kinerja sebagai berikut:
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a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara
lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il dalam Tahun 2015-2019
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MATRIKS RENSTRA TAHUN 2015-2019

No

Uraian
Terwujudn
ya proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntable

Tujuan
Indikator Kinerja

Persentase sisa
perkara perdata yg
diselesaikan
Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Index Kepuasan
Pencari Keadilan

Persentase Sisa
Perkara Pidana yang

Target
jangka
Meneng
ah (5
Tahun)
% Uraian
100 % Terwujudny
a Proses
Peradilan
90% yang Pasti,
Transparan,
dan
Akuntabel
90%
90%
85%
100%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara

Perdata yang
Diselesaikan

Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Sisa Perkara
Pidana yang

2015

100

90

90

90

65

100

2016

100

95

90

90

75

100

Target

2017
100

95

90

90

80

100

2018

100

95

90

90

85

100

2019

100

95

90

90

85

100
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Peningkata
n

Efektivitas
Pengelolaa
n

Penyelesai
an Perkara

Diselesaikan
Persentase perkara
pidana yang

diselesaikan  tepat
waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali
Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan
diversi

Persentase Salinan
Putusan yang
Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas

Perkara yang
Dimohonkan

Banding, Kasasi,
dan PK yang
Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan

95 %

97%

10

100

100

10

Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara
Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Peningkata
n Efektivitas

Diselesaikan

Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Persentase perkara
pidana anak  vyang

diselesaikan dengan
diversi
Persentase Salinan

Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan

95

95

10

100

100

10

95

95

10

100

100

10

95

95

10

100

100

10

100

97

10

100

100

10

100

97

10

100

100

10
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Meningkat
nya Akses
Peradilan
bagi
Masyaraka
t Miskin
dan
Terpinggirk
an

Meningkat
nya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Melalui Mediasi

Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan

Bantuan Hukum
(Posbakum)
Persentase
Putusan  Perkara
Perdata yang
Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

100

10

Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an
Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an
Meningkatn
ya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Melalui Mediasi
Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

10 10
100 100
20 20

10

100

20

100

20

10

20
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Uraian
Terwujudn
ya proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntable

Indikator Kinerja

Persentase sisa
perkara perdata yg
diselesaikan
Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Index Kepuasan
Pencari Keadilan

Persentase Sisa
Perkara Pidana yang
Diselesaikan
Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan  tepat
waktu

%
100 %

90%

90%

90%

85%

100%

95 %

Uraian
Terwujudny
a Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan,
dan
Akuntabel

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara

Perdata yang
Diselesaikan

Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Sisa Perkara

Pidana yang
Diselesaikan

Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat

waktu

2020

100

90

90

90

85

100

95

2021

100

95

90

90

85

100

95

2022

100

95

90

90

85

100

95

2023

100

100

90

90

90

100

100

2024

100

100

90

90

95

100

100
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Peningkata
n

Efektivitas
Pengelolaa
n

Penyelesai
an Perkara

Persentase Perkara

Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan
diversi

Persentase Salinan
Putusan yang
Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas

Perkara yang
Dimohonkan

Banding, Kasasi,
dan PK yang
Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

97%

10

100

100

10

Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara
Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Persentase perkara
pidana  anak yang
diselesaikan dengan
diversi

Persentase Salinan

Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

97

10

100

100

10

97

10

100

100

10

97

10

100

100

10

100

10

100

100

10

100

10

100

100

10
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Meningkat
nya Akses
Peradilan
bagi
Masyaraka
t Miskin
dan
Terpinggirk
an

Meningkat
nya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan

Bantuan Hukum
(Posbakum)
Persentase
Putusan  Perkara
Perdata yang
Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

100

10

Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an
Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an
Meningkatn
ya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Prodeo
Diselesaikan

Persentase
Keadilan
Tertentu
Mendapat
Bantuan
(Posbakum)

Persentase

Perkara
yang

Pencari
Golongan
yang
Layanan
Hukum

Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindak
(Dieksekusi)

lanjuti

100

20

100

20

100

20

100

20

10

20
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

No Sasaran |Indikator Kinerja Utama Penjelasan
1. Terwujudnya [a. Persentase sisa perkara U e e - R Meiiele X 100 %
Proses Perdata yang diselesaikan p yang 0

Peradilan yang
Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Jumlah sisa perkara Perdata tahun lalu

Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara Perdata adalah Perkara

Perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya.
Input adalah jumla perkara perdata tahun sebelumnya
yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output
adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan
pada tahun berjalan. SE KMA Nmor 2 Tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.

b. persentase perkara
Perdata yang

Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan X 100 %

diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara
perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan
berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

c. Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang tidak diajukan upya hukum
Kasasi X 100 %

Jumlah Perkara yang diputus

Catatan :
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d.

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya

Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya

Hukum Banding

hukum Banding

Catatan :

Jumlah perkara diputus X100 %

Merupakan Persentase Jumlah Perkara yang diputus
dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input
adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu
triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dalam jangka
waktu triwulan. Data pada indicator ini d input dalam

jangka waktu triwulan

e.

Indeks Kepuasan Pencari
Keadilan

Jumlah responden pencari keadilan yang puas

Terhadap Layanan Peradilan X 100 %

Jumlah responden pencari keadilan

Catatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan survey
kepuasan masyarakat unit penyelengara pelayanan
publik

f.

Persentase sisa perkara
pidana yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan

. . .
Jumlah sisa perkara pidana tahun lalu X 100 %

Catatan :

Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang
belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah
jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang
harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan

g.

Persentase Perkara Pidanal
yang Diselesaikan Tepat

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan

Tepat Waktu X100 %

Waktu

Jumlah perkara pidana yang diselesaiakan

Catatan :

Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah pekara
pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan
berjalan . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pad 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

h.

Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembal

Jumlah perkara yang diputus yang tidak
Mengajukan upaya hukum PK
Jumlah perkara yang putus

X 100 %
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Persentase Perkara pidana;

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan

anak yang diselesaikan Dengan diversi X 100 %
dengan diversi Jumlah perkara pidana anak
Peningkatan Persentase salinan
efektifitas Putusan yang diterima Jumlah salinan putusan yang diterima o
pengelolaan oleh para pihak tepat Oleh para pihak tepat waktu X 100 %

penyelesaian

waktu

Jumlah Perkara yang telah diputus

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan
tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
Input adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun
berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum PK pada tahun berjalan. Data
pada indicator ini dinput dalam jangka waktu tahunan.

Persentase Berkas
Perkara yang
dimohonkan Banding,
kasasi dan PK yang

diajukan secara Lengkap
dan tepat waktu

Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
Tepat Waktu dan lengkap
Jumlah perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK

Catatan :

Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui

mediasi X 100 %

jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Meningkatnya
akses

peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo

X100 %

Catatan :

Persentase Pencari keadilan
Golongan tertentu yang

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
Mendapatkan Layanan bantuan hukum

mendapat layanan Bantuan - - X 100 %
Hukum (Posbankum) Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Catatan :
Meningkatnya Persentase putusan Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti X 100 9
0

kepatuhan EETHare.  \ietaalclsyEnt Jumlah putusan perkara yang sudah BHT
terhadap ditindak lanjuti
Pengadilan

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
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3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bintuhan, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun programdan kegiatan
pokok Pengadilan Tinggi pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai
berikut :

1.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan kualitas pengawasan

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan

peradilan
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B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il
memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen
yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja
tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan
diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai

Penetapan Kinerja.

LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019



LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
NO. W8.U5/01/0T.01.1/1/2019
Pengadilan Negeri Bintuhan

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan
Tepat Waktu

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Banding
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Diselesaikan

Persentase perkara pidana yang diselesaikan

tepat waktu

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

Persentase Salinan Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui

Mediasi

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100

95

90

90

85

100

95

97

10

100

100

10

10

100

10

| LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019






C. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan klnerja Pengadilan Negeri Blntuhan Kelas Il Tahun 2019
merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada. akhlr tahun 20109.
Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Klnerja Tahun 2019 yang
disusun pada awal tahun 2019. ‘

TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019 \

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Il
~ TAHUN 2019
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' ey Jumlah Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah Sebagai
erikut :

1 | Program  Dukungan  Manajemen  dan '
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah g gt e

Agung

2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umgm g J Rp.  61.440.000,

Rp.  39.000.000,-
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BAB Il
AKUNTABILITS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-
indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana
keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam
pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome)
masing-masing sebagai berikut :

1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output),
misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat..

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi
dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja Kegiaan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2019
disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam

terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran.
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Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan tahun

2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini.

Tabel Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Peningkatan Peningkatan Input : 61 440.000 59.814.300 97.35%
" [Manajemen PeradilanjManajemen - SDM
Umum Peradilan - Dana
Umum
Output:
Pelayanan Hukum, Berkas| Berkas 80 80 97.35%
Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Perkara
pada Pengadilan Tingkat:
Pertama dan Tingkat Banding
yang Diselesaikan Tepat Waktu
(Base Line)
Outcome:
Pelayanan Konsultasi Hukum,
Berkas Perkara Kasasi, PK, dan| % 100% 97.35 97.35%
Grasi pada Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding
Diselesaikan Tepat Waktu dan
Pembebasan Biaya Perkara
Bagi Orang Tidak Mampu.
Dukungan Pembinaan Input: Orang 17 17 100%
Manajemen dan/Administrasi - SDM Rupia | 2.436.562.2.383.061. 97.18%
Pelaksanaan Tugasjdan - Dana 000 318
Teknis Lainnya/Pengelolaan
Mahkamah Agung [Keuangan Output:
Badan Layanan Perkantoran Tahun 1 1 100%
Urusan
Administrasi Outcome:
Penyelenggaraan layanan %
perkantoran  sesuai  tugas 100% 100% 100%
pokok fungsi peradilan tingkat
terlaksana dengan baik.
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Peningkatan
Sarana

Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

2.

Pengadaan
sarana
Prasaran
Lingkungan
Peradilan
Tingkat
Banding
Tingkat
Pertama

dan

dan| -

dan

Input :

SDM
di - Dana
Output:

Data dan Komunikasi

Outcome:

data dan komunikasi

Pengadaan Alat Pengolah

Terealisasinya alat pengolah

Rupiah

3 Unit

3 Unit

Analisis / Pengukuran Pencapaian Sasaran

39.000.00 39.000.00
0 0

3 Unit 3 Unit

3 Unit 3 Unit

100%

100%

100%

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana

tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri

disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

Peningkatan
Penyelesaian

perkara

Persentase Sisa

Perkara Perdata yang

Diselesaikan
Persentase  Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase  Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Persentase  Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya

Hukum Banding

Index Kepuasan
Pencari Keadilan

Persentase Sisa

100%

100%

90%

90%

85%

100%

100% 100%
100% 100%
98.8% 100%
96.6% 100%

85% 100%
100% 100%

Bintuhan Tahun 2019
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Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian

perkara

Perkara Pidana yang

Diselesaikan

Persentase  perkara

pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase  Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

Persentase  perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan

diversi

Persentase  Salinan
Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase  Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

100% 100% 100%
97% 100% 100%
10% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%
10% 0% 0%
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Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan

Pengadilan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
dtindak lanjuti
(dieksekusi)

100% 100% 100%

10% 0% 0%

Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :

Persentase Capaian

= Realisasi x 100%

Target

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun

2019 secara umum Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100%

sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun

demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran

strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) No. 005.01.2.672994/2019 tanggal 07
Desember 2018. Yang terdiri dari 2 program yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.397.562.000,- (Dua Milyar tiga ratus

Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).

Totalnya adalah sebesar Rp. 2.436.562.000,- (Dua Milyar empat ratus tiga puluh

enam juta lima ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 tersebut adalah sebesar

Rp. 2,383,061,318,- (Dua Milyar Seratus tiga ratus delapan puluh tiga Juta enam puluh

satu ribu tiga ratus delapan belas Rupiah).
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Persentase serapan anggaran tahun 2019 adalah sebesar 97,81%. Rincian

akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas
Keuangan.
2. DIPA Badan Peradilan Umum  No. 005.03.2.672995/2019 tanggal

07 Desember 2018 yaitu :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 61.440.000,-
(enam puluh satu juta empat ratus empat puluh Ribu Rupiah).

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018tersebut adalah sebesar
Rp. 59.814.300,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus emapt belas ribu tiga ratus
Rupiah). Persentase serapan anggaran tahun 2019 adalah sebesar 97,35%. Rincian
akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas
Keuangan

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2019 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS | : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II.
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas Il merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan
misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il 2015-2019.
Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (Sembilan) indikator kinerja yang

diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2019 ditampilkan pada

table berikut ini:
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Tabel Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Tahun 2019 Tahun Tahun. 2019
2019
a Persentase Si_sa Pgrkara 100% 100% 100%
_ Perdata yang Diselesaikan
b Persentase = Perkara 100% 100 % 100 %
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu
C Persentase Perkara Yang 98,8 % 90% 100 %

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
d Persentase Perkara yang 96,6% 90 % 100 %
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

e Index  Kepuasan Pencari 85% 85 % 100 %
Keadilan
f Persentase Sisa Perkara 100% 100% 100%

Pidana yang Diselesaikan

g Persentase perkara pidana 100% 100% 100%
yang diselesaikan tepat
waktu

h Persentase Perkara Yang 0% 97% 0%

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

i Persentase perkara pidana 7,14% 10% 100%
anak yang diselesaikan
dengan diversi

Kesembilan indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan
kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah,
dan sederhana. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat
ukur yang harus diselesaikan pada tahun 2019, Indikator kinerja ini dipergunakan untuk
mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang selesai di tahun 2019, yaitu
Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan
mediasi. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagaiberikut:
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Indikator Kinerja l.a : Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah
sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi
perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa

perkara perdata yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100 %
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2019 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini

Tabel Indikator Kinerja l.a

Terwujudnya proses Persentase 100% 0% 100%
peradilan yang pasti, sisa perkara
transparan dan Perdata
akuntabel. yang
diselesaikan

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang sudah setahun
masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang
memang belum selesai melebihi jangka waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu
penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi
penyelesaiannya.

Tabel Keadaan Sisa Perkara Perdata

Perdata Gugatan - - 5 -

Perdata Gugatan - - 5 -
sederhana

Perdata Permohonan - - - -

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara perdata yang belum diputus pada

tahun 2018 adalah nihil Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-
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masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2019

untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya.

Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

Perdata Gugatan 1 1 5 -
Perdata Gugatan - - - -
sederhana

Perdata Permohonan - - - -

Penyelesaian sisa perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bintuhan tiap tahunnya
selalu mengalami peningkatan ditandai dengan dari tahun 2017 sampai dengan 2019
tidak ada sisa perkara sama sekali, dimana semua perkara perdata diputus tepat waktu
pada tahun berjalan. Selain itu sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak ada perkara

perdata gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Bintuhan.

Indikator Kinerja I.b : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada , difungsikan sebagai
berikut:

Jumlah Perkara vang dizelezaikan tahun berjalan

X 100 %

Jumlah perkara yang ada

Target indikator kinerja Persentase perkara perdata dan pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja
“Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun
2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut
ini:

Tabel Indikator Kinerja I.b

Terwujudnya proses Persentase 100% 100% 100%
peradilan yang pasti, Perkara
transparan dan Perdata yang
akuntabel. Diselesaikan
Tepat Waktu
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Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2018 adalah
sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase
perkara perdata yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan
sebesar 100%.

Realisasi persentase penyelesian perkara perdata sebesar 100% merupakan
perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2019 sebesar 57 perkara.

Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2018 untuk penyelesaian

perkara Perdata tepat waktu tercapai dengan maksimal.

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

Sisa Awal Bulan Masuk Putus Sisa Akhir Bulan

Guga Gugatan Permo Guga Gugatan Permo Gugatan Gugatan Permo Gugatan Gugatan Permo

tan Sederha honan tan Sederha honan Sederha  honan Sederha honan
na na na na

- - - - - 2 - - 2 - - -
- - - - - 1 - - 1 - - -
= - - - - 1 - - = = 1
- - 1 - - 3 - - 4 - -
- - - - - 3 - - 3 - - -
1 - - - - 2 - - 2 - - .
1 - = - - 12 - - 10 1 - 2
1 - 2 - - 4 - - 4 1 - 2
1 - 2 - - 6 1 - 7 - - 1
- . 1 - - 5 - - 4 - = 2
- 5 2 - - 8 - - 9 - = 1
- - 1 1 - 9 - - 10 1 - .

1 - 56 1 - 56 - o -
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Perbandingan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan

tepat waktu, sebagai berikut :

2015 3 2 99.4%
2016 27 26 99,4%
2017 18 18 100%
2018 52 52 100%

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,
persentase penyelesaian perkara selalu mengalami Kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh
jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Penurunan
Persentase terbesar terjadi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,5 % dibandingkan
dengantahun 2017 dan 2018.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

100 % 100% 100% 100%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan
perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk
pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi
perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2018 dibandingkan
tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :
> Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2019 sebesar 100% sama

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang juga sebesar 100 %.
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Indikator Kinerja I.c : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun
2019 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya proses Persentase 90% 98.8% 100%
peradilan yang pasti, Perkara
transparan dan Yang Tidak
akuntabel. Mengajukan
Upaya
Hukum
Kasasi

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun
2019 dan perbandingan dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini :

98.8% 98 % 100% 100%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah
sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
tahun 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi
persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 98.8%
dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 90%

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar
98.8%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 164
perkara. Dimana jumlah upaya hukum Kasasi yang diajukan sebanyak 2 perkara,.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi pada tahun 2019 adalah sebesar 98.8% dari jumlah putusan pada
tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap
putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2019 untuk peningkatan aksebilitas

putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.
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Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya proses Persentase 90% 97.6% 100%
peradilan yang pasti, Perkara
transparan dan Yang Tidak
akuntabel. Mengajukan
Upaya
Hukum
banding

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun

2019 dan perbandingan dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini :

97.6% 99% 100% 100%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah
sebagai berikut:

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
tahun 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi
persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 97.6%
dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 90%

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar
97.6%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 164
perkara. Dimana jumlah upaya hukum Banding yang diajukan sebanyak 4 perkara,.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi pada tahun 2019 adalah sebesar 97.6% dari jumlah putusan pada
tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap
putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2019 untuk peningkatan aksebilitas

putusan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tercapai secara maksimal.
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Indikator Kinerja l.e : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index Kepuasan Pencari Keadilan,
yaitu berdasarkan kepada PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasabn Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan hukum yang prima
dan berkeadilan kepada pencari keadilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kelas
Bintuhan.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan
jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap
sejumlah 150. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bintuhan
dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Kelas |l Bintuhan sebesar 85,87 berada pada
kategori “ SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 s/d 100).

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama RN . SUSRSSSNRRNN ... ...... . ASSSESER (boleh Inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan: oo
3. Umur D e tahun
4. Jenis kelamin 1. Laki-laki
2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir 1. Tidak Sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/DA4).
2.SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. Pekerjaan Utama 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri
6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar/Mahasiswa
4. Wiraswasta/Usahawan 8. Lainnya: ....cooevveeveriennnnns

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak
mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bp/lbu, dan betul-betul untuk
kepentingan ilmiah.

2. Cara Pengisian Kuesioner
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Bapak/lbu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang
tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No.

Ruang

s Pertanyaan Jawaban
1. Persyaratan = Bagaimana persyaratan yang harus a. Sangat Mudah
dipenuhi dalam pengurusan pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun b. Mudah
administratif di PN Bintuhan?
c. Cukup Mudah
d. Sulit
2. Prosedur Menurut  Bpk/Ibu/Sdr  bagaimana a. Sangat Baik
prosedur/tata cara pelayanan,
termasuk pengaduan di PN Bintuhan? b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik
3.  Waktu Bagaimana jangka waktu pelayanan a. Sangat Cepat
Pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap b. Cepat
jenis pelayanan di PN Bintuhan.
c. Cukup Cepat
d. Lambat/lama
4. Biaya/Tarif Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana biaya a. Sangat Murah
yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh b. Murah
pelayanan di PN Bintuhan?
c. Cukup Murah
d. Mahal
5. Produk Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana hasil a. Sangat
Spesifikasi pelayanan yang diberikan dan diterima Memuasakan
Jenis sesuai dengan ketentuan yang telah
Pelayanan ditetapkan di PN Bintuhan? b. Memuaskan
c. Cukup
Memuaskan
d. Tidak
Memuaskan
6. Kompetensi Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana a. Tidak Mampu
Pelaksana kemampuan (pengetahuan, keahlian,

keterampilan, dan
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Pengalaman) para pegawai/petugas di b. Kurang Mampu
PN Bintuhan?

¢. Mampu

d. Sangat Mampu

7.  Perilaku Bagaimana sikap petugas/pegawai di a. Sangat Baik
Pelaksana PN Bintuhan dalam memberikan
pelayanan? b. Baik
c. Cukup Baik
d. Tidak Baik

8.  Maklumat Menurut  Bpk/lbu/Sdr, bagaimana a. Sangat
Pelayanan tentang pernyataan kesanggupan dan Memuasakan
kewajiban dari para petugas/pegawai
di PN Bintuhan dalam memberikan b. Memuaskan
pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan? c. Cukup
Memuaskan

d. Tidak
Memuaskan

9. Penanganan Menurut Bpk/lbu/Sdr, bagaimana a. Sangat Baik
Pengaduan, penanganan pegaduan, saran dan
Saran dan masukan, serta tindak lanjutnya di PN b. Baik

Masukan Bintuhan?
c. Cukup Baik

d. Tidak Baik

Selanjutnya, mohon Bpk/lbu/Sdr dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar PN
Bintuhan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:
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94 3 2 2 2 3 2 2 3 3
95 3 2 2 2 3 2 2 3 3
96 3 2 2 2 3 3 3 2 2
97 3 3 3 3 4 3 4 4 4
98 3 2 2 2 3 2 2 3 3
99 3 2 2 2 3 2 2 3 3
100 3 2 2 2 3 2 2 3 3
101 3 2 2 2 3 3 3 2 2
102 3 3 3 3 4 3 4 4 4
103 3 2 2 2 3 2 2 3 3
104 3 2 2 2 3 2 2 3 3
105 3 2 2 2 3 2 2 3 3
106 3 2 2 2 3 3 3 2 2
107 3 3 3 3 4 3 4 4 4
108 3 2 2 2 3 2 2 3 3
109 3 2 2 2 3 2 2 3 3
110 3 2 2 2 3 2 2 3 3
111 3 2 2 2 3 3 3 2 2
112 3 3 3 3 4 3 4 4 4
113 3 2 2 2 3 2 2 3 3
114 3 2 2 2 3 2 2 3 3
115 3 2 2 2 3 2 2 3 3
116 3 2 2 2 3 3 3 2 2
117 3 3 3 3 4 3 4 4 4
118 3 2 2 2 3 2 2 3 3
119 3 2 2 2 3 2 2 3 3
120 3 2 2 2 3 2 2 3 3
121 3 2 2 2 3 3 3 2 2
122 3 2 2 2 3 3 3 2 2
123 3 2 2 2 3 3 3 2 2
Jumlah 408 420 389 358 405 381 393 396 420
NRR per RL 3.55 3.65 | 3.38 3.11 | 352 |331 |341 3.44 | 3.65
NRE 0.39 0.40 | 0.37 0.34 | 039 |037 |0.38 038 [040 |3.42 *)
Tertimbang )
IKM Unit Pelayanan 85.50 |*
Keterangan :
RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

= Jumlah NRR IKM
-5 tertimbang
=¥ = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/9)

Mutu Pelayanan :
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A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 :3,26 - 4,00
B (Baik) :62,51-81,25 :2,51-3,25
C (Kurang Baik) 143,76 - 62,50 :1,76 - 2,50
D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75 :1,00-1,75
Tabel

Indikator Kinerja I.f : Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus

diselesaikan.
Terwujudnya proses Persentase 100% 100% 100%
peradilan yang pasti, sisa perkara
transparan dan Pidana yang
akuntabel. diselesaikan
Data sisa perkara pidana tahun 2019
Pidana 12 12 - -

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara pidana yang belum diputus pada
tahun 2018, seluruhnya telah diputus pada tahun 2019 (sisa nihil). Dengan persentase
penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan
demikian penetapan kinerja tahun 2018 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai
sepenuhnya.

Perbandingan Sisa Perkara pidana yang diselesaikan

pidana 5 14 5 12

Dari tabel di atas dapat diketahui penyelesaian sisa perkara Pidana pada tahun
2016 sebanyak 14 perkara merupakan yang tertinggi dibandingkan yang lainnya sampai
dengan tahun 2018. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2016 yang belum
diputus adalah yang terbanyak. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit

adalah pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebanyak 5 perkara.
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Indikator Kinerja l.g : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada , difungsikan sebagai
berikut:

Jumlah Perkara vang dizelesaikan tahun berjalan

X 100 %

Jumlah perkara yang ada

Target indikator kinerja Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2019 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I.g

Terwujudnya proses Persentase 95% 98% 100%
peradilan yang pasti, Perkara
transparan dan Pidana yang
akuntabel. Diselesaikan
Tepat Waktu

Pada tahun 2019 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar
100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana
yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi
persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 98% diperoleh dari perbandingan
jumlah perkara yang sudah putus tahun 2019 sebesar 93 perkara dengan seluruh jumlah
perkara pidana pada tahun 2017 sebesar 95 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun
sebelumnya). Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 ditargetkan
95%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2019, realisasi
penyelesaian perkara 98%. Artinya realisasi penyelesaian mengalami  kenaikan
dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun
2017 (3174 perkara) lebih banyak dari tahun 2016 (2979 perkara), sehingga realisasi

penyelesaian perkara 76.78%.
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Sisa Awal Bulan Masuk Putus Sisa Akhir Bulan

Biasa Khu Khusus Tipring Biasa Khu Khusus Tpiring Biasa Khu Khusus Tpiring Biasa Khu Khusus Tpiring

sus  Anak LL sus Anak LL sus Anak LL S e LL
12 - - - 2 - 2 45 4 - - 45 10 - 2 -
10 - 2 - 6 - - 63 9 - 2 63 7 - - -
7 - - - 12 - - 79 9 - - 79 10 = - -
10 - - - 1 - - 14 9 - - 14 2 - - -
2 - - - 11 - - 11 - - - 11 13 - 1 =
13 - 1 - 2 - - 63 2 - 1 63 13 - - -
13 - - - 13 - - 72 12 - 3 72 14 - - -
14 - - - 7 - - 86 10 - 2 86 11 - - -
e - - 9 - - 246 7 - - 246 13 - 1 -
13 - 1 - 12 - - 43 5 - 2 43 20 - - -
20 - - - 4 - - 391 17 - - 391 7 = © -
7 - - - 4 - 4 74 9 - - 74 2 - - -
Jumlah :
Putus :93
Sisa :2

Perbandingan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Pidana yang diselesaikan

tepat waktu, sebagai berikut :

2015 85 80 94 %
2016 72 58 81 %
2017 91 86 95 %
2018 100 88 88 %

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,
persentase penyelesaian perkara mengalami Kenaikan dan penurunan. Hal ini
dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun
sebelumnya. Penurunan Persentase terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 13 %

dibandingkan dengan tahun 2015.

Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
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Indikator Kinerja REEUREY]) Realisasi | Capaian | Capaian

2019 2018 2019 2018
(%) (%)

Persentase perkara 98 % 88% 98% 88%
pidana yang

diselesaikan

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2019 dibandingkan
tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 10% dikarenkan terjadinya penurunan
penyelesaian sisa perkara di akhir tahun dan sisa perkara terbut adalah perkara yang
masuk dipertengan bulan Desember tahun 2019, sehingga dalam penyelesainnya
berlanjut di awal tahun berikutnya.

capaian terhadap target tahun 2019 sebesar 98% telah sesuai dan tercapai

secara maksimal.

Pencapaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase
Kinerja capaian

Terwujudnya proses Persentase 97% 100% 100%
peradilan yang pasti, Perkara
transparan dan Yang Tidak
akuntabel. Mengajukan
Upaya
Hukum
Peninjauan
Kembali

Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kemabli pada tahun 2019 dan perbandingan dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel
berikut ini :

Indikator Kinerja Realisasi REEUREY] Capaian Capaian
2019 2018 2019 2018

Persentase Perkara Yang Tidak 100 % 100% 100% 100%

Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
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Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan

Peninjauan Kembali tahun 2018 adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari
perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum

PK 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 97%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah
sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak

93 perkara. Dimana jumlah upaya hukum PK yang diajukan NIHIL.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2018 untuk peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim tercapai Dengan Maksimal.

Indikator Kinerja l.i: Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan
diversi

Pencapaian sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada
tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya proses Persentase Perkara 10% 7,14 % 71.4%
peradilan yang pasti, pidana anak yang

transparan dan diselesaikan dengan

akuntabel diversi

Sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2019
adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/X1/2016 tanggal 09 November
2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada
tahun 2019 adalah sebesar 71.4%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi
persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 7.14 %
dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 10 %. Perhitungan tersebut berdasarkan
perkara Pidana Anak yang telah diselesaikan secara Diversi sebanyak 1 perkara

berbanding dengan Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2019 sebanyak 14 perkara

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2019 untuk perkara pidana anak

yang diselesaikan dengan Diversi telah tercapai.
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SASARAN Il : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Pekanbaru. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
“Peningkatan Efektifitas PengelolaanPenyelesaian Perkara” meliputi 3 (tiga)
indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Peningkatan efektifitas a. Persentase 100% 100 % 100%
pengelolaan salinan Putusan
penyelesaian perkara yang diterima

oleh para pihak
tepat waktu

b. Persentase 1: 81 1:90 111%

Berkas Perkara

yang

dimohonkan

Banding, kasasi

dan PK yang

diajukan secara

Lengkap dan

tepat waktu

10% 0% 0%
c.Persentase

Perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi

Indikator Kinerja Il.a : Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas
putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan,
difungsikan sebagai berikut:

jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
x 100%

jumlah putusan
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Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan

melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak” pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut ini:

Peningkatan efektifitas a.Persentase 100% 100 % 100%
pengelolaan salinan Putusan
penyelesaian perkara yang diterima

oleh para pihak
tepat waktu

1) PIDANA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah
sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 93 perkara dan setelah
diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima
oleh para pihak tepat waktu sebanyak 93 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan
kinerja tahun 2019 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu
dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana
di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

2) PERDATA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah
sebesar 100 %. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 56 perkara dan setelah
diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima
oleh para pihak tepat waktu sebanyak 56 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan
kinerja tahun 2019 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu
belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata

di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja Il.b : Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding,
kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat

waktu
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Peningkatan efektifitas b.Persentase 100 100 100%
pengelolaan Berkas Perkara
penyelesaian perkara yang

dimohonkan

Banding, kasasi
dan PK vyang
diajukan secara
Lengkap dan
tepat waktu

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:
1) PIDANA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan
tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang diajukan
permohonan banding sebanyak 3 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh
Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk
dikirimkan sebanyak 3 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan
kinerja tahun 2019 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata
di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

2) PERDATA
Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara
perdata yang diajukan permohonan banding sebanyak 1 perkara dan setelah
diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah

lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 1 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian
penetapan kinerja tahun 2017 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian
Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja ll.c : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui
upaya mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun
2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata
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dengan cara perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).

Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan maksud
dan tujuan membantu mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa
yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang
bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan
bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau
dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” the goal is not truth
findingor low imposing but problem solving”(Lovenheim, 1996: 1.4).

Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri Bintuhan
menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 10% (Dua Puluh persen) pada tahun 2019,
karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak
yang bersengketa.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan melaui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan
mediasi, difungsikan sebagai berikut:

jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi
x 100%

jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak” pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut ini:

Peningkatan efektifitas c. Persenta_se Perl_<ara 10% 0% 0%%
pengelolaan yang diselesaikan

. melalui mediasi
penyelesaian perkara

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 0%.
Adapun perincian berkas yang terdaftar mediasi adalah sebanyak 1 perkara dan perkara
tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan mediasi / diselesaikan dengan proses acara
perdata gugatan.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 0%. Dengan demikian penetapan

kinerja tahun 2019 untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi belum tercapai.
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SASARAN Il : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

“

Pada Sasaran “ meningkatnya akases peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan” ini terdapat 2 (dua) Indikator Utama yang tentunya tujuan utamanya yaitu
memberikan Pelayanan yang optimal untuk kemudahan bagi para pencari keadilan dalam

mencari keadilan yang dimata hukum sama kedudukannya.

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase
Capaian
(%)

Meningkatnya akses @&.Persentase 10% 0% 0%%
peradilan bagi perkara prodeo
masyarakat miskin dan Yang diselesaikan

terpinggirkan b. Persentase 1009 100% 100%
Pencari keadilan

Golongan tertentu

yang mendapat
layanan Bantuan
Hukum
(Posbankum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

X 100%

Jumlah perkara prodeo

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi | Persentase
Capalan

Meningkatnya akses a.Persentase 0% 0% 0%%
peradilan bagi Perkara prodeo

masyarakat miskin dan Yang diselesaikan
terpinggirkan
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Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan

bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan

dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan

berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin)
secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) vyang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu
Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan

Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.

2. Gugatan hutang-piutang.

3. Gugatan tanah.

4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.

5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan.
Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat
harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding
atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara
cumacuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai
akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT / RW.

2. Kartu Keluarga (KK).

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 0%, dikarenakan pad
DIPA 03 Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat Anggaran Prodeo (Pembebasan Biaya

Perkara).
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Indikator Kinerja lll.b: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)
Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada
setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa
informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata
Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan
Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan
mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai
kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan,
anakanak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa
yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses
layanan Posbakum Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang telah
dilaksanakan sebanyak 42 perkara.

Berikut adalah data nama-nama para pencari keadilan yang mendapat layanan

bantuan Hukum selama tahun 2019 :

No Pemohon Jenis Pekerjaan Pemberi Jenis layanan Jenis ket
Perkara jasa yang diterima Rujukan
1 Eksa Bin Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Abtarudin Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
2 Ujang Safri Pidana Petani Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
3. Gunawan Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Bin Ratnasari, Pendampingan copy,
Sariman SH Persidangan ktp
4. Ismail Bin Pidana tani Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Manto Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
5. Edi Pidana Swasta Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Hartono Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
6. Boby Bin Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Darwis Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp

[LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019]



_ [LKJIP PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2019]

7. Sujianto Pidana swasta Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
8. Randi Pidana Swasta Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
9. Rohansyah Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
10. Dwika Pidana  Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Subandi Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
11.| Yoqi Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan Foto selesai
Anugra Ratnasari, Pendampingan copy,
SH Persidangan ktp
12. Emilia Pidana  Swasta Dwi Konsultasi - -
Konstisa Ratnasari,
SH
13 Meka Pidana Swasta Dwi Konsultasi Dan - selesai
Azian Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
14 Rizal Pidana Petani Dwi Konsultasi - -
Ratnasari,
SH
15 | Nelsin Pidana Tani Dwi Konsultasi - -
Ratnasari,
SH
16 Hensi Pidana  Swasta Dwi Konsultasi - -
Marlena Ratnasari,
SH
17 | Agustin Pidana Swasta Dwi Konsultasi Dan - selesai
Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
18 Alex Pidana sopir Dwi Konsultasi Dan - selesai
Agustin Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
19 Patiar Pidana Pelajar Dwi Konsultasi Dan - selesai
Yunus Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
20 Rodian Pidana Swasta Dwi Konsultasi Dan - selesei
Effendi Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
21 Ujang Pidana tani Dwi Konsultasi Dan - selesai
Zulizar Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
22 A Rifal Pidana swasta Dwi Konsultasi Dan - selesai
Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
23 Yopandri Pidana swasta Dwi Konsultasi Dan - selesai
Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
24 Verdianto Pidana swasta Dwi Konsultasi Dan - selesai
Ratnasari, Pendampingan
SH Persidangan
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Rio
Purwanda

Pradeno
Arisman
Mirnawati
Meli
Distika

Maya
Zuspita

M. Abdul
Gani

Agus
Tiyanan

Meli
Distika

M.  Setia
Ningrum

Novi
Listina

Cecep
Supriatin

Antoni
Nopriadi

Mirnawati
Rumi
Asnah
Meiki
Arto
Sahadi

Neti
Kustianti

Asidi Arjo

Pidana

Pidana

Pidana

Swasta

Pelajar

Honorer

swasta

swasta

Pelajar

PNS

swasta

PNS

Honorer

Swasta

Swasta

Honorer

IRT

Pelajar

Swasta

IRT

Swasta

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasarri,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasari,
SH

Dwi
Ratnasarri,
SH

Dwi
Ratnasari,

Konsultasi Dan
Pendampingan
Persidangan

Konsultasi Dan
Pendampingan
Persidangan
Konsultasi

Konsultasi

konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Konsultasi

Selesai

Selesai
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SH

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan
kinerja tahun 2019 untuk perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (posbakum) telah dapat diselesaikan sepenuhnya.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang
diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum.

Indikator Kinerja IV : Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan

pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan
eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang
sudah berkekuatan hukum tetap

Jumlah putusan perkara yang di tidaklanjuti

100%
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT
Meningkatnya Persentase putusan 0oy 0% 0%
kepatuhan terhadap Perkara perdata yang
t n Penaadilan ditindaklanjuti
putusan Fengadiia (dieksekusi)

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun
2019 adalah sebesar 0%. Adapun perincian data perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap (BHT) sebanyak O perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata
diketahui bahwa putusan perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak O
perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 0%. Dengan demikian penetapan
kinerja tahun 2019 untuk perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum dapat

dicapai sepenuhnya.
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B. Realisasi Keuangan

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar Rp.2.498.002.000,- (dua milyar Empat ratus Sembilan puluh
delapan juta dua ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 2.436.562.000,-(dua milyar empat ratus tiga
puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai : Rp. 1.564.623.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh empat
juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
b. Belanja Barang . Rp. 832.939.000,-(delapan ratus tiga puluh dua juta
Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
c. Belanja Modal : Rp. 39.000.000,- (tiga Sembilan juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain
untuk gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang
dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang
dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian
terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar
TermOf Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang
meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
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Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan AdministrasiTahun 2019

Belanja Rp. 1.564.623.000,- = Rp. 1.542.922.657,- 98,62 % Rp. 21.700.343,-
Pegawai _
Belanja = Rp. 832.939.000,- Rp. 801.138.661,- 96,18 % Rp. 31.800.339,-
2 Barang
3 Belanja Rp. 39.000.000,- Rp.39.000.000,- 100 % Rp. 0,-
. Modal

Tabel Rincian Belanja Pegawai
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

511111 Belanja Gaji Rp. 719.679.000,- Rp. 718.134.400,-

Pokok
: 511119 Belanja Rp. 10.000,- Rp. 8.125,-
pembulatan gaji
‘ 511121 Belanja Tunj. Rp. 28.023.000,- Rp. 27.945.470,-

Suami istri PNS.

511122 Belanja Tunj. Rp. 9.289.000,- Rp. 9.257.142,-
Anak PNS

511123 Belanja Tunj. Rp. 28.140.000, Rp. 28.140.000,-
Struktural PNS

511124 Belanja Tunj.  Rp. 546.500.000,- Rp. 531.900.000,-
Fungsional PNS

511125 Belanja Tunj. Rp. 55.991.000,- Rp. 53.399.100,-
Suami PPh PNS

511126 Belanja Tunj. Rp. 29.041.000,- Rp. 29.040.420,-
Beras PNS

511129 Belanja Uang Rp.132.704.000,- Rp. 132.333.000,-
makan PNS

511151 Belanja Tunj. Rp. 15.246.000,- Rp. 12.765.000,-
Umum PNS
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Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

524111

Belanja
Perjalanan
Biasa

Rp. 44.000.000,- Rp. 44.000.000,-

Rp. 44.000.000,- Rp. 44.000.000,-

521111 Belanja
keperluan

perkantoran

521114 Belanja Rp. 5.880.000,- Rp. 5.877.000,-
pengiriman surat
dinas

521115 Belanja  honor Rp. 41.400.000,- Rp. 41.400.000,-
operasional
satuan kerja

521119 Belanja barang Rp. 87.308.000,- Rp. 81.277.900,-
operasinal
lainnya

521811 Belanja barang Rp. 24.691.000 Rp. 24.682.000,-
persediaan
Barang
konsumsi

522111 Belanja Rp. 36.000.000,- Rp. 34.290.157,-
Langganan
Listrik

522112 Belanja Rp. 1.020.000,- Rp. 457.320,-
Langganan
Telepon

523111 Belanja Rp. 133.720.000,- Rp. 133.718.500,-
Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan

523121 Belanja Rp. 112.226.000,- Rp. 121.225.394,-
pemeliharaan
peralatan  dan
mesin

Rp. 245.334.000,- Rp. 222.147.306,-
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Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

532111 Belanja Modal Rp. 39.000.000,- Rp. 39..000.000,-
Peralatan dan
mesin

DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 61.4400.000,- (enam
puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).Belanja barang pada DIPA (03)
Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan
peradilan.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2019

Belanja Barang 61.440.000,- 59.814.300,- 97,35 %

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Belanja Bahan Rp. 24.000.000,-

. 521211 Rp. 24.000.000,- -

521114 Belanja Rp. 1.500.000,- Rp. 538.500,-
perjalanan dinas
pos pusat
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. 524113 Belanja Rp. 11.400.000,- Rp. 10.840.000,-

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

521211 Belanja bahan Rp. 16.540.000,- Rp. 16.436.000,-

521811 Belanja barang Rp. 8.000.000,- Rp. 8.000.000,-

persediaan
Barang
konsumsi

perjalanan dinas
dalam kota

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

» Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung

» Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

Z

» Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

>

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019

Program Pagu
Anggaran

(Rp.)

(BIPA 01) 2.397.562.000,
Program Dukungan -
Manajemen
danPelaksanaan
Tugas
Teknislainnya
Mahkamah Agung
(DIPA 01)

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung
(DIPA

03)

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

39.000.000,-

61.440.000,-

RCEURES] % Sisa Anggaran

Anggaran Realisasi (Rp.)

(Rp.) Anggar
an

2.344.061.318,- 97,77 % 53.500.682,-

39.000.000,- 100 %

59.814.300,- 97,35 % 1.625.700,-

2.498.002.000, 2.442.875.618,- 97,79% 55.126.382,-
JUMLAH -
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BAB |V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan
menyajikan Pencapaian 4 (empat) sasaran Strategis yang mengunakan alat ukur 15
Indikator Kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai
oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, hal ini dilihat dari 15 Indikator Kinerja, 13 Indikator sesuai
dengan target dan memperoleh capaian diatas > dari 90 %. Namun terdapat 1 (satu)
Indikator kinerja (Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi))
yang belum mencapai target karena perkara perdata yang masuk di tahun 2019 melakukan
upaya hukum (belum BHT).

Capaian sasaran pada tahun 2019 menunjukkan bahwa secara umum
pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Bintuhan sudah terlaksana dengan baik
sebagaimana mestinya. Walaupun beberapa relaisasi indikator menurun dibandingkan
tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya
kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan
ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama
yang menyebabkan menurunnya realisasi beberapa indikator adalah karena pengingkatan
jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan
peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut
agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala
dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya harus berupaya ;

e Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan dan segenap
stakeholder komponen Aparatur pengadilan, masyarakat dan civil society sebagai
bahan integrasi dari pengadilan.

e Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.

e Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan
peradilan.

¢ Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
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e Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

¢ Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.
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Terwujudnya

peradilan
transparan,
akuntabel.

yang pasti,
dan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (1KU)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS 11

Proses a Persentase sisa perkara

Perdata yang diselesaikan :

b Persentase perkara
Perdata yang diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

Jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan X 100 %

Jumlah sisa perkara Perdata tahun lalu

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara Perdata adalah Perkara Perdata
yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah
jumla perkara perdata tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa
perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE
KMA Nmor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) lingkungan Peradilan.

Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat\ x 100 o4

Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Jumlah Perkara yang tidak diajukan upya hukum |X 100 %
Jumlah Perkara yang diputus

Catatan :

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporanbul

anandanlap

orantahuna
n

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan



d Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Banding

e Indeks Kepuasan Pencari
Keadilan

f. Persentase sisa perkara
pidana yang diselesaikan

g Persentase Perkara Pidana
yang Diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya Panitera
Hukum Banding

Jumlah perkara diputus X 100 %

Catatan :

Merupakan Persentase Jumlah Perkara yang diputus dan
tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah
perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indicator ini
d input dalam jangka waktu triwulan

Panitera
Jumlah responden pencari keadilan yang puas X 100 %
Terhadap Layanan Peradilan
Jumlah responden pencari keadilan

Catatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 tentang pedoman Penyusunan surveykepuasan
masyarakat unit penyelengara pelayanan publik

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan X 100 % Panitera

Jumlah sisa perkara pidana tahun lalu
Catatan :
Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum
selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa
perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara
pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA
Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan Panitera

Tepat Waktu X100 %

Jumlah perkara pidana yang diselesaiakan

Catatan :

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan



Peningkatan  efektifitas
pengelolaan

penyelesaian perkara

h

a

Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara pidana
anak yang diselesaikan
dengan diversi

Persentase salinan
Putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu

Persentase Berkas Perkara
yang dimohonkan Banding,
kasasi dan PK yang
diajukan secara Lengkap
dan tepat waktu

Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi

Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah pekara pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan . Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pad 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Jumlah perkara yang diputus yang tidak Panitera

Mengajukan upaya hukum PK X100 %

Jumlah perkara yang putus

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan Panitera

Dengan diversi X 100 %

Jumlah perkara pidana anak

Jumlah salinan putusan yang diterima Panitera
Oleh para pihak tepat waktu
Jumlah Perkara yang telah diputus
Catatan :
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan
tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input
adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.
Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum PK pada tahun berjalan. Data pada indicator ini
dinput dalam jangka waktu tahunan.
Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
Tepat Waktu dan lengkap
Jumlah perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK

X100 %

Panitera
X 100 %

Catatan :

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Panitera

mediasi X 100 %

jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan



Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan Pengadilan

a Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

b Persentase Pencari
keadilan Golongan tertentu
yang mendapat layanan
Bantuan Hukum
(Posbankum)

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo

X100 %

Catatan :

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
Mendapatkan Layanan bantuan hukum

- . X 100 %
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu ’

Catatan :

Jumlah putusan perkara perdata yang
Ditindak lanjuti (dieksekusi) X 100 %

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan

Laporan
bulanan
dan
laporan
tahunan






MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi . Pengadilan Negeri Bintuhan
Visi . Terwujudnya Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Sasaran Strategis

- Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudn Persentase sisa 100 % Terwujudny Persentase Sisa Perkara 100 100 100 100 100
ya proses perkara perdata yg a Proses Perdata yang
peradilan diselesaikan Peradilan Diselesaikan
yang pasti, 90% yang Pasti, Persentase Perkara 90 95 95 95 95
transparan Transparan, Perdata yang
dan dan Diselesaikan Tepat
akuntable Akuntabel Waktu

Persentase Perkara 90% Persentase Perkara 90 90 90 90 90
Yang Tidak Yang Tidak Mengajukan
Mengajukan Upaya Upaya Hukum Kasasi

Hukum Kasasi



Peningkata
n
Efektivitas
Pengelolaa
n
Penyelesai

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Index Kepuasan
Pencari Keadilan

Persentase Sisa
Perkara Pidana yang
Diselesaikan
Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan  tepat
waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak

Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali

Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan
diversi

Persentase Salinan
Putusan yang
Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas

90%

85%

100%

95 %

97%

10

100

100

Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara
Peningkata

Persentase Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Sisa Perkara

Pidana yang
Diselesaikan

Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase Perkara
Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Persentase perkara
pidana anak  vyang
diselesaikan dengan
diversi

Persentase Salinan

Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Berkas

90

65

100

95

95

10

100

100

90

75

100

95

95

10

100

100

90

80

100

95

95

10

100

100

90

85

100

100

97

10

100

100

90

85

100

100

97

10

100

100



an Perkara

Meningkat
nya Akses
Peradilan
bagi
Masyaraka
t Miskin
dan
Terpinggirk
an

Perkara yang
Dimohonkan

Banding, Kasasi,
dan PK  vyang
Diajukan  Secara

Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan  Hukum
(Posbakum)

10

100

n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an
Meningkatn
ya Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirk
an

Perkara yang
Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi
Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10

100

10

10



Meningkat
nya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang

Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

10

Meningkatn
ya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

20

20

20

20

10









RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
NO. W8.U5/01/0T.01.1/1/2019
Pengadilan Negeri Bintuhan

Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan
Tepat Waktu

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Diselesaikan

Persentase perkara pidana yang diselesaikan

tepat waktu

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

Persentase Salinan Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui

Mediasi

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100

95

90

90

85

100

95

97

10

100

100

10

10

100

10









TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I
TAHUN 2019







Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS 11

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS 11
NOMOR W8.US/33 5 v/KP.04.5/8/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

: a bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas

dan mewujudkan manajemen perencanaan Kinerja di

Pengadilan Negeri Bintuhan, Maka Perlunya Penyususnan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu
instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim

Penyusunan LKjIP ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah dibentuk Tim
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tezhun 2019

pada Pengadilan Negeri BintunanKelas II;

d. Bahwa oleh karena salah satu anggota tim pindah tugas, maka perlu

dibentuk tim baru;

e. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
dipandang cakap untuk ditunjuk scbagai Tim Penvusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintan (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan.

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tuhun 2006 tentang Tata
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan :

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KEDUA

KEEMPAT
KELIMA

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
di lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penctapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instantasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS IT;

Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor
W8.U5/111.¢/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 15 Febuari 2019 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya
secbagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah Tim
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan
Negeri Bintuhan;

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Bintuhan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri
Bintuhan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan dengan penuh tang gung jawab

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tapgggl=—5 Agustus 2019

KET/ ADILAN NEGERI
“/E CRLAS 1T

NIP.X97901119160112 1 003

o



DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR: W8.U5/33 5. wKP.04.5/8/2019
TANGGAL : 0| AGUSTUS 2019

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LjKIP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelindung . PURWANTA, S. H., M. H.
Ketua : . ERIF ERLANGGA, S.H.
Sekretaris . - ASTAWL S. H

AVIF PATUH RAHMAN, S. Kom.

- Bagian Pidana
Koordinator :  HADEPA ZUHLI. S.H.

Anggota : 1. SUPRIADI

- Bagian Perdata I. HARYA PUTERATAMA. S. H.
Koordinator : 2. DWIENY SUSIYANI, S. H
Anggota 3. MARYANTO

- Bagian Hukum AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.
Koordinator ] I. GUNAWAN SMITRI
Anggota ;

- Bagian Umum dan Keuangan LISTIKA RAHMA DANIA, S.H.
Koordinator : 1. SEPTI TRI WENI, S.H.
Anggota : 2. TAJUDIN RONI
Koordinator - LISTAM EFENDI
Anggota :

Perencanaan

Dntetapknn di Bintuhan










